ABSTRAK

Skripsi dengan judul “Tinjauan Feminist Legal Theory Terhadap
Hukum Poligami di Negara Turki Dan Negara Tunisia” ini ditulis oleh Niken
Aurilin Fatmawati, NIM. 12102183176, Pembimbing Dr. Rohmawati, M.A.

Kata Kunci: Poligami, Feminist Legal Theory, Tunisia, Turki

Di Turki, di mana praktik poligami secara resmi dilarang pada awal abad
ke-20, terdapat pergeseran dalam interpretasi hukum keluarga yang mencerminkan
dinamika gender. Sementara itu, di Tunisia, yang mengalami reformasi hukum
keluarga pada tahun 1956 yang mendukung kesetaraan gender, perdebatan seputar
poligami mencerminkan perjuangan antara nilai-nilai tradisional dan reformasi
modern. Analisis ini menyoroti bagaimana perubahan hukum dan interpretasi
terhadap poligami dapat mempengaruhi kedudukan dan hak perempuan dalam
masyarakat, memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman teoritis dan
praktis hukum keluarga dalam konteks kedua negara tersebut.

Rumusan masalah dari penelitian ini adlah (1) Bagaimana Negara Turki dan
Negara Tunisia mengatur hukum poligami?, (2) Bagaimana metode pembaharuan
yang dilakukan Negara Turki dan Negara Tunisia dalam menetapkan hukum
poligami?, dan (3) Bagaimana tinjauan Feminist Legal Theory terhadap hukum
poligami di Negara Turki dan Negara Tunisia?. Maka penelitian ini bertujuan
penelitian ini adalah (1) Untuk mendeskripsikan bagaimana Negara Turki dan
Negara Tunisia mengatur hukum poligami, (2) Untuk menganalisis bagaimana
metode pembaharuan yang dilakukan Negara Turki dan Negara Tunisia dalam
menetapkan hukum poligami, dan (3) Untuk menganalisis bagaimana hukum
poligami di Negara Turki dan Negara Tunisia tinjauan teori Feminist Legal Theory.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif Jenis Library research
dengan metode normative yurridis. Teknik pengumpulan data yang digunakan
adalah penelaahan naskah dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis data
menggunakan teknik analisis data kualitatif (1) Mengumpulkan seluruh peraturan
perundang-undangan, (2) Memilah-milah peraturan perundang-undangan, (3)
Menafsirkan kaidah-kaidah hukum, (4) Menemukan hubungan Antara konsep-
konsep, dan (5) menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Regulasi hukum poligami di
Negara Turki tertuang dalam The Turkish Civil Code 1926 melarang poligami sejak
reformasi hukum pada awal abad ke-20. Prinsip monogami diatur secara ketat di
dalam hukum pernikahan, dan pelanggarannya dapat mengakibatkan sanksi hukum.
sedangkan di Negara Tunisia juga telah mengadopsi peraturan hukum yang
melarang poligami yang tertuang dalam Code of Personal Status Tunisia (CPST)
dan sebagai bentuk ketegasan Negara Tunisia juga memberikan sanksi bagi pelaku
poligami, (2) Dalam pembaharuan hukum Islam di kedua negara mempunyai
kesamaan dalam Intra-doctrinal reform melalui takhayyur dan talfig, namun pada
Negara Tunisia hanya menggunakan madzab Maliki. Pada Estra-doctrinal reform
terdapat perbedaan penggunaan metode pembaharuan di kdua negara. Pada negara
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Turki menggunakan metode reinterpretasi nas dan siyasah al-syar’iyyah,
sedangkan Negara Tunisia juga menggunakan 2 metode tersebut akan tetapi
ditambah dengan metode maslahah al-mursalah yang memberikan sanksi pada
pelaku poligami dan (3) Feminist Legal Theory menyajikan perspektif yang sangat
kritis terhadap praktek poligami dalam kedua negara. Menurut pandangan feminis,
poligami dapat melindungi ketidaksetaraan gender yang ada di kedua negara yang
mendorong mendorong perubahan hukum di Negara Turki dan Negara Tunisia,
mempromosikan hak-hak perempuan dan menekankan pentingnya persamaan
gender dalam hukum pernikahan
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ABSTRACT

The thesis with the title "Overview of Feminist Legal Theory of
Polygamy Law in Turkey and Tunisia' was written by Niken Aurilin Fatmawati,
NIM. 12102183176, Supervisor Dr. Rohmawati, M.A.

Keywords: Polygamy, Feminist Legal Theory, Tunisia, Turkiye

In Turkey, where the practice of polygamy was officially banned in the early
20th century, there has been a shift in the interpretation of family law to reflect
gender dynamics. Meanwhile, in Tunisia, which underwent a family law reform in
1956 that supported gender equality, the debate around polygamy reflects the
struggle between traditional values and modern reforms. This analysis highlights
how legal changes and interpretations of polygamy can affect women's position and
rights in society, providing an important contribution to the theoretical and practical
understanding of family law in the context of these two countries.

The formulation of the problem of this research is (1) How do the Turkish
State and the Tunisian State regulate polygamy laws?, (2) What are the reform
methods used by the Turkish State and the Tunisian State in establishing polygamy
laws?, and (3) What is the Feminist Legal Theory review of the law? Polygamy in
Turkey and Tunisia? So the aims of this research are (1) to describe how the Turkish
state and the Tunisian state regulate polygamy laws, (2) to analyze the reform
methods used by the Turkish state and the Tunisian state in establishing polygamy
laws, and (3) to analyze how the law polygamy in Turkey and Tunisia, a review of
Feminist Legal Theory.

This research uses a qualitative library research type approach with
normative juridical methods. The data collection techniques used were manuscript
review and literature study. Meanwhile, data analysis techniques use qualitative
data analysis techniques (1) Collecting all statutory regulations, (2) Sorting out
statutory regulations, (3) Interpreting legal rules, (4) Finding relationships between
concepts, and (5) draw conclusions.

The results of this research show that (1) The legal regulations for polygamy
in Turkey are contained in the 1926 Turkish Civil Code prohibiting polygamy since
legal reform at the beginning of the 20th century. The principle of monogamy is
strictly regulated in marriage law, and violations can result in legal sanctions.
Meanwhile, Tunisia has also adopted legal regulations that prohibit polygamy as
stated in the Tunisian Code of Personal Status (CPST) and as a form of firmness,
the Tunisian State also provides sanctions for polygamists. (2) In the reform of
Islamic law in both countries, there are similarities in Intra -doctrinal reform
through takhayyur and talfig, but in Tunisia only uses the Maliki madzab. In Estra-
doctrinal reform, there are differences in the use of reform methods in the two
countries. Turkey uses the method of reinterpreting the text and siyasah al-
syar'iyyah, while Tunisia also uses these two methods but adds the maslahah al-
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murlah method which provides sanctions for polygamists and (3) Feminist Legal
Theory presents a very critical perspective. against the practice of polygamy in both
countries. According to the feminist view, polygamy can protect the gender
inequality that exists in both countries which encourages legal changes in Turkey
and Tunisia, promotes women's rights and emphasizes the importance of gender
equality in marriage law.
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